
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA            

TAHUN 2013 NOMOR 19 SERI E 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

NOMOR 16 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN 

DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN 
DAN TOKO MODERN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANJARNEGARA, 

 
Menimbang : a bahwa dalam rangka melindungi 

keberadaan pasar tradisional dari 
berkembangnya keberadaan pasar 
modern, dan memberikan pengaturan 
pengawasan terhadap waktu operasional 

bagi pasar modern, serta  memberikan 
kesempatan kemitraan terhadap para 
pelaku usaha kecil dan koperasi, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern perlu diubah; 
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  b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Modern; 
    

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah; 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 
tentang Keselamatan Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1970 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2918); 

  4.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982  
tentang Wajib Daftar Perusahaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3214); 

  5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3502); 
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  6.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Pesaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817); 

  7.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

  8.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

  9.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
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  10.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor  4724); 

  11.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

  12.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

  13.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025); 

  14.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

  15.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah; 

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas 

Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3529); 

  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 
1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3718); 

  19.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1998 tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3743); 

  20.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 
1999 tentang Label dan Iklan Pangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3867); 

  21.  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2004 tentang Keamanan Mutu, Gizi dan 
Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4424); 
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  22.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

  23.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

  24.  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4742); 

  25.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan, dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan; 

  26.  Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 
2007 tentang Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern; 
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  27.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor          4 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi 
dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 82); 

  28.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor        14 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Banjarnegara 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri 
E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 106); 

  29.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 114); 

  30.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun  2011 Nomor 10 Seri 
E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 1); 
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  31.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11 Seri 
E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 125); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA 

 
dan 

 
BUPATI BANJARNEGARA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA NOMOR 1 TAHUN 2011 
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR 
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN 
TOKO MODERN. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 
Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 138) diubah sebagai berikut: 
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1. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 12A 

 
(1) Jumlah Toko Modern pada tiap Kecamatan wajib 

memperhatikan jumlah penduduk, letak geografis, dan 
faktor lain. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan kewajiban 
yang harus diperhatikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

2. Ketentuan Pasal 14 huruf b diubah dan setelah huruf b baru 
ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga Pasal 14 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 14 

 
Dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern  
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. toko modern berjarak paling sedikit 1000 (seribu) meter dari 

pasar tradisional; 
b. jarak antara toko modern yang satu dengan yang lain paling 

sedikit 1000 (seribu) meter; dan 
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c. pusat perbelanjaan, supermarket, department store dan/atau 
sejenisnya diselenggarakan paling banyak 2 (dua) lokasi 
dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten dengan tidak ada batasan 
jarak antara satu dengan yang sejenis/toko modern lainnya. 

 
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 17  

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 17 
 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan 
pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. 

 
(2) Dalam rangka pembinaan pasar tradisional, Pemerintah 

Daerah melakukan : 
a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan 

untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar 
tradisional; 

c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha 
bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum 
dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional; 

d. mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional; 
e. Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana umum di 

lingkungan pasar tradisional; dan 
f. pengawasan terhadap keberadaan pasar tradisional. 

 
(3) Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan toko 

modern, Pemerintah Daerah : 
a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern 

dalam membina pasar tradisional; 
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b. mengawasi pelaksanaan kemitraan; dan 
c. pengawasan terhadap waktu operasionalnya. 

 
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 18 
 

(1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern wajib 
melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil dan/atau  
koperasi. 

 
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, 
penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan 
dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip 
saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan. 

 
(3) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapatkan 
pendelegasian dari Bupati.  
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

 

Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal 23-11-2013 
BUPATI BANJARNEGARA, 

Cap ttd, 

SUTEDJO SLAMET UTOMO 

 
 
 

 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  

TAHUN 2013 NOMOR 19 SERI E 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 

 
Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si 

Pembina  

NIP. 19721030 199703 1 003 
 

 
 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal 23-11-2013 
SEKRETARIS DAERAH, 

Cap ttd, 

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGRA  
NOMOR 16 TAHUN 2013 

 
TENTANG  

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BANJARNEGARA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN 

DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN 

DAN TOKO MODERN 

 
I. UMUM  

 
Bahwa dalam rangka melindungi keberadaan pasar 

tradisional dari meluasnya keberadaan pasar modern, dan 
memberikan pengaturan pengawasan terhadap waktu 
operasional bagi pasar modern, serta  memberikan 
kesempatan kemitraan terhadap para pelaku usaha kecil 
dan/atau koperasi, maka pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern perlu untuk disesuaikan 
dengan perkembangan yang ada di masyarakat. 

Dengan dilandasi komitmen untuk melindungi 

keberadaan pasar tradisional yang memperjualbelikan 
berbagai macam dan jenis dagangan masyarakat, yang di 
dalamnya terjadi interaksi jual beli dengan munculnya nilai-
nilai sosial budaya dan kekerabatan dalam transaksi jual beli, 
maka jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern 
harus diatur agar tidak mematikan keberadaan pasar 
tradisional.  Termasuk juga terhadap pengawasan jam 
operasional pasar modern agar tidak menjadikan pasar 
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tradisional kurang pembeli, maka perlu juga pengaturan jam 
operasional agar disesuaikan dengan kondisi keberadaan 
pasar tradisional.  

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 

 
II. PASAL DEMI PASAL  

 
Pasal I 
 Angka 1 
  Cukup jelas. 
 Angka 2 
  Yang dimaksud dengan “jarak” adalah radius 

antara toko modern yang satu dengan sejenisnya 
dan/atau dengan pasar tradisional. 

 Angka 3 
  Cukup jelas. 
 Angka 4 
  Cukup jelas. 
Pasal II 
 Cukup jelas. 

 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 168 

 
 
 

 


